
PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR : 4 TAHUN 2004 

TENTANG 

DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sebagai 
pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah maka Dinas Daerah dan Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Kabupaten Temanggung perlu 
ditinjau kembali ; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap Dinas Daerah dan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas; 

c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Ungkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3898) ; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3848); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4262). 
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Menetapkan 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
TENTANG DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DINAS KABUPATEN TEMANGGUNG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 
sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Temanggung; 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung ; 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah 
Badan Legislatif Daerah ; 

5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Temanggung yang 
merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang 
mempunyai tugas melaksanakan kewenanangan desentralisasi ; 

6. lot Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional 
Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas 
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan 
menyelenggarakan kewenangan daerah dalam bidang tertentu; 

7. Keiompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang 
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 
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I .. 

BABII 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk : 

(1) Dinas Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari : 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 

I. 

m. 
n. 

Dinas Kesehatan ; 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 
Dinas Bina Marga dan Pengairan ; 
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah ; 
Dinas Perhubungan dan Pariwisata ; 
Dinas Pendapatan Daerah ; 
Dinas Pasar ; 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; 
Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ; 
Dinas Pertanian ; 
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya 
Alam; 
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data 
Elektronik ; 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
Dinas Sosial. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Temanggung, terdiri 
dari : 

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Pusat Kesehatan 
Masyarakat) 

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Instalasi Farmasi 
dan Alat Kesehatan) 

c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
(5anggar Kegiatan Belajar) 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah 
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g. lnt Pelaksana Teknis Dinas Pasar 

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan 
Per1indungan Masyarakat 

j. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian 

le. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (Rumah Potong 
Hewan) 

l. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (Balal Benih Ikan) 

m. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian (Balai Inseminasi 
Buatan) 

n. Unit Pe\aksana 1"eknis Dinas Pertanian (Agro Usaha 
Petemakan) 

o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan 
Konservasi Sumber Daya Alam 

p. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan 
Konservasi Sumber Daya Alam (Balal Benih Tanaman 
Perkebunan dan Kehutanan) 

q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
(Balal Latihan Kerja). 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Dinas Daerah 

Paragraf 1 
Dinas Kesehatan 

Pasal 3 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur Pelaksana Pemerintah 
Ka bu paten. 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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... 

Pasal4 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
desentralisasi dalam bidang kesehatan. 

Pasal 5 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 
Peraturan Daerah ini Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis Kesehatan yang meliputi Pencegahan 
dan Pemberantasan Penyakit, Pelayanan Kesehatan, Kesehatan 
Lingkungan, Pendidikan Kesehatan, serta Kesehatan Keluarga ; 

b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 
daerah dalam bidang kesehatan ; 

c. pengelolaan perijinan dibidang kesehatan meliputi pencegahan dan 
pemberantasan penyakit, pelayanan dibidang kesehatan, pendidikan 
dibidang kesehatan, kesehatan lingkungan dan kesehatan keluarga ; 

d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi kegiatan preventif 
(pencegahan), promotif (peningkatan), kuratif (pengobatan), dan 
rehabilitatif (pemulihan) ; 

e. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan tugas-tugas bidang 
kesehatan; 

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 
Dinas Kesehatan dan pelayanan kesehatan swasta, farmasi, 
makanan dan minuman ; 

g. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Kesehatan. 

Pasal 6 

(1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, teridiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ; 
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2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 
d. Bidang Upaya Kesehatan, terdiri dari : 

1. Seksi Pelayanan Kesehatan ; 
2. Seksi Gizi. , 

e. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari : 
1. Seksi Pengamatan dan Pengendalian Penyakit ; 
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular. 

f. Bidang Pemberdayaan Kesehatan, terdiri dari : 
1. Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat ; 
2 Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan Sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 2 
Dinas Pendikan dan Kebudayaan 

Pasal 7 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur Pelaksana 
Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal8 

:li'Bs Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan 
.ll:!llleJlaJlgan desentralisasi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. 

Pasal 9 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 
~ Daerah ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 
111:,gsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan Prasekolah, 
Pendidikan Dasar, Pendiidkan Menengah, Pendidikan Luar Sekolah, 
Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Kesiswaan ; 

b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 
daerah dalam bidang pendidikan dan kebudayaan ; 

c. pengelolaan perijinan dibidang pendidikan dan kebudayaan ; 

d. pelayanan teknis dan administratif dibidang ketenagaan, sarana 
prasarana dan keuangan pada semua unsur dalam lingkup Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan ; 

e. penyelenggaraan pelayanan umum dibidang pendidikan dan 
kebudayaan ; 

f. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang 
pendidikan dan kebudayaan ; 

g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; 

h. penyelenggaraan tata usaha Dlnas Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pasal 10 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi : 

a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Pendataan ; 
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan. 

d. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari : 
1. Seksi TK/SD 
2. Seksi SMP, SMA DAN SMK. 

e. Bidang Tenaga Kependidikan, terdiri dari : 
1. Seksi Tenaga Fungsional; 
2. Seksi Tenaga Non Fungsional. 

f. Bidang Kebudayaan, Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar 
Sekolah, terdiri dari : 
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1. Seksi Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga; 
2. Seksi Pendidikan Luar Sekolah. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini, dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 3 
Dinas Bina Marga Dan Pengairan 

Pasal 11 

(1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur Pelaksana 
Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 12 

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan 
lcewenangan desentralisasi dalam bidang Bina Marga dan Pengairan. 

Pasal 13 

lttlk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Peraturan Daerah ini Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai 
n.lgSi: 

a. perumusan kebijakan Teknis dibidang Bina Marga dan Pengairan; 

pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 
daerah dalam bidang Bina Marga dan Pengairan; 

c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang Bina Marga 
dan Pengairan; 

... pengelolaan perijinan pembangunan dibidang Bina Marga dan 
Peogairan; 
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a. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan 
penyebaran informasi dibidang Bina Marga dan Pengairan; 

b. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang 
Bina Marga dan Pengairan; 

c. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 
Dinas Bina Marga dan Pengairan; 

d. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Bina Marga dan Pengairan. 

Pasal 14 

(1) Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan meliputi : 

a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program ; 
2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 

d. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, terdirl dari : 
1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jalan ; 
2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Prasarana Jalan. 

e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, terdiri dari : 
1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Jembatan ; 
2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Prasarana Jembatan. 

f. Bidang Pengairan, terdiri dari : 
1. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana 

Pengairan; 
2. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Ill Peraturan Daerah ini, dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 4 
Dinas Clpta Karya dan Tata Ruang Daerah 

Pasal 15 

(1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah merupakan unsur 
Pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 16 

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam bidang cipta karya, tata 
ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran. 

Pasal 17 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 
Peraturan Daerah ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah 
mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang cipta karya, tata ruang, 
pertamanan dan pemadam kebakaran ; 

b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 
daerah dibidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam 
kebakaran; 

c.. pengelolaan perijinan dibidang dpta karya, tata ruang, pertamanan 
dan pemadam kebakaran ; 

pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan dibidang cipta karya, 
tata ruang, pertamanan dan pemadam kebakaran ; 

e. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan 
penyebaran infonnasi bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan 
dan pemadam kebakaran; 
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f. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas­
tugas bidang cipta karya, tata ruang, pertamanan dan pemadam 
kebakaran; 

g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan 
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah ; 

h. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 
Daerah. 

Pasal 18 

(1) Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah 
meliputi: 
a. Kepala ; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Marga Program, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program; 
2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 

d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari : 
1. Seksi Bangunan dan Gedung ; 
2. Seksi Perumahan dan Permukinan. 

e. Bidang Tata Ruang, terdiri dari : 
1. Seksi Pengelolaan Tata Ruang ; 
2. Seksi Pengendalian Tata Ruang. 

f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : 
1. Seksi Kebersihan dan Persampahan ; 
2. Seksi Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagian Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah 
sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini, 
dan merupakan begian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

60 



ParagrafS 
Dlnas Perhubungan Dan Pariwisata 

Pasal 19 

(1) Dinas Perhubungan dan Pariwiata merupakan unsur Pelaksana 
Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Perhubungan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 20 

Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 
kewenangan desentralisai dalam bidang Perhubungan dan Pariwisata. 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 
Peraturan Daerah ini Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai 
fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan dan Pariwisata ; 

b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang 
perhubungan dan pariwisata ; 

c. pembinaan dan pengurusan kegiatan dalam bidang perhubungan 
dan pariwisata ; 

d. pengawasan dalam bidang perhubungan dan pariwisata ; 

e. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perhubungan dan Pariwisata. 

Pasal 21 

{l) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata meliputi 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 
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c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari : 
1. Seksi Lalu Lintas dan Parkir ; 
2. Seksi Angkutan dan Terminal. 

d. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari : 
1. Seksi Akreditasi Perbengkelan dan Pelaporan; 
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor. 

e. Bidang Obyek dan Daya Tarik Pariwisata, terdiri dari : 
1. Seksi Pengembangan Obyek dan Sarana Pariwisata ; 
2. Seksi Promosi dan Pelayanan Jasa Pariwisata. 

f. Bi dang Pengembangan Produk Atraksi Buday a, terdiri dari : 
1. Seksi Pelestarian dan Pembinaan Seni Budaya ; 
2. Seksi Produk dan Atraksi Budaya. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana 
tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini, dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 6 
Dinas Pendapatan Daerah 

Pasal 22 

(1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah 
Kabupaten. 

(2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 23 

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
desentralisasi dalam bidang pendapatan daerah. 

Pasal 24 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 
Peraturan Daerah ini Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi : 
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a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah yang 
meliputi retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ; 

b. pengkajian dan pengembangan bidang pendapatan daerah yang 
meliputi retribusi, pajak dan pendapatan lain-lain ; 

c. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 
daerah dibidang pendapatan daerah ; 

d. pengelolaan perijinan yang berkaitan dengan pendapatan daerah ; 

e. penyelenggaraan pengelolaan retribusi, pajak dan pendapatan lain­
lain; 

f. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan 
penyebaran informasi mengenai retribusi, pajak serta pendapatan 
lain-lain daerah ; 

g. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanan tugas-tugas bidang 
pendapatan daerah ; 

h. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah. 

Pasal 25 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bagian Pendataan dan Penetapan, terdiri dari : 
1. Seksi Pendataan ; 
2 Seksi Penetapan. 

d. Bagian Penagihan dan Keberatan, terdiri dari : 
1. Seksi Penagihan ; 
2. Seksi Keberatan. 

e. Bagian Perencanaan dan Pengendalian, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan; 
2. Seksi Pengendalian. 

f. Bagian Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : 
1. Seksi Pembukuan ; 
2. Seksi Pelaporan. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Organisasl Dinas Pemdapatan Daerah ini sebagaimana 
tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah inl, dan merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Oaerah ini. 

Paragraf 7 
Dinas Pasar 

Pasal 26 

(1) Dinas Pasar merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 27 

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi 
dalam bidang pengelolaan pasar. 

Pasal 28 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27 
Peraturan Oaerah ini Dinas Pasar mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebljakan teknis dibidang pengelolaan pasar yang 
meliputi pendapatan, pembukuan dan pelaporan, ketertiban dan 
pemeliharaan ; 

b. penetapan petunjuk teknls dibidang pengelolaan pasar ; 

c. pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum dibidang 
pengelolaan pasar ; 

d. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah 
dibidang pengelolaan pasar ; 

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 
Dinas Pasar ; 

f. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Pasar. 
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Pasal 28 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pasar meliputi : 
a. Kepala: 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pendapatan, terdiri dari : 
1. Seksi Retribusi ; 
2. Seksi Penagihan. 

d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri dari : 
1. Seksi Pembukuan ; 
2. Seksi Pelaporan. 

e. Bidang Ketertiban dan Pemeliharaan ; 
1. Seksi Ketertiban ; 
2. Seksi Pemeliharaan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam 
lampiran VII Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 8 
Dinas Perfndustrian dan Perdagangan 

Pasal 29 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur Pelaksana 
Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal30 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan 
kewenangan desentralisasi dalam bidang Perindustrian dan 
Perdagangan. 
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Pasal 31 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 
Peraturan Daerah ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 
fungsi: 
a. perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan 

perdagangan ; 
b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 

daerah dibidang perindustrian dan perdagangan ; 
c. pengelolaan perijinan dibidang perindustrian dan perdagangan ; 
d. penyelenggaraan pelayuanan umum yang meliputi penyuluhan dan 

penyebaran informasi bidan gperindustrina dan perdagangan ; 
e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas­

tugas bidang perindustrian dan perdagangan ; 
f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; 
g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Peridustrian dan Perdagangan. 

Pasal 32 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Baglan Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Perindustrian, terdiri dari : 
1. Sek$i Agro Industri ; 
2. Seksi Aneka Industri. 

e. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 
1. Seksi Ekspor Impor dan Pendaftaran Perusahaan ; 
2. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, 
dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 
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Paragraf 9 
Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

Pasal 33 

(1) Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 34 

Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentrali'sasi dalam 
bidang ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. 

Pasal 35 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34 
Peraturan Daerah ini Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat mempunyai fungsi : 
a. perumusan kebijakan dalam melaksanakan tugas-tugas 

ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan 
Daerah/Keputusan Kepala Daerah dan Perlindungan Masyarakat ; 

b. pembinaan umum dan teknis dalam bidnag ketentraman, ketertiban 
dan perlindungan masyarakat ; 

c. koordinasi diantara lembaga-lembaga perangkat daerah dalam 
bidang pemeliharaan/penyelenggaraan ketentraman, ketertiban 
umum, penegakan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah dan 
perlindungan masyarakat ; 
penelitian dan pengkajian bidang ketentraman, ketertiban umum 
clan perlindugan masyarakat ; 

e.. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang 
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ; 

c: pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati 
Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah; 

- penyeJenggaraan tata usaha Dinas Ketentraman, Ketertiban dan 
Fefindungan Masyarakat. 
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Pasal 36 

(1) Struktur Organisasi Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat meliputi : 
a.Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. -Bidang Pengamanan dan Pengawalan, terdiri dari : 
1. Seksi Pengamanan ; 
2. Seksi Pengawalan. 

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, 
terdiri dari : 
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; 
2. Seksi Perlindungan Masyarakat. 

e. Bidang Penyidikan dan Penindakan, terdiri dari : 
1. Seksi Penyidikan ; 
2. Seksi Penindakan. 

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan 
Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
Peraturan Dareah ini. 

Paragraf 10 
Dinas Pertanian 

Pasal 37 

(1) Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Pertanian dipimipin oleh seorang Kepala yang berada dibawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 38 

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 
desentralisasi dalam bidang Pertanian dan Perkebunan. 
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Pasal39 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 38 
Peraturan Daerah ini Dinas Pertanian mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian ; 

b. pembinaan umum dan teknis dalam penyelenggaraan kewenangan 
daerah dibidang pertanian ; 

c. pengelolaan perijinan dibidang pertanian ; 

d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan 
penyebaran Informasi bidang pertanian ; 

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas­
tugas bidang pertanian ; 

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 
Dinas Pertanian ; 

g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Pertanian. 

Pasal 40 

(1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program dan Informasi pertanian, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi ; 
2. Seksi Informasi dan Penyuluhan Pertanian. 

d. Bidang Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan, terdiri dari : 
1. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan ; 
2. Seksi Usaha Tani Tanaman Pangan. 

e. Bidang Peternakan, terdiri dari : 
1. Seksi Produksi dan Penyebaran Ternak ; 
2. Seksi Usaha Tani Petemakan dan Kesmavet. 

f. Bidang Perikanan, terdiri dari : 
1. Seksi Produksi Perikanan dan Perlindungan lkan ; 
2. Seksi Usaha Tani Perikanan. 

g.. Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
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h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam 
lampiran X Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 1 
Dinas Perkebunan, Kehutanan 

dan Konservasi Sumber Daya Alam 

Pasal41 

(1) Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 42 

Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam 
bidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam. 

Pasal43 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ini dimaksud Pasal 42 
Peraturan Daerah Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber 
Daya Alam mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan, kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam ; 

b. pembinaan umum dan teknis dalam menyelenggarakan kewenangan 
daerah dibidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber 
daya alam; 

c. pengelolaan perijinan dibidang perkebunan, kehutanan dan 
konservasi sumber daya alam ; 
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d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan 
penyebaran informasi bidang perkebunan, kehutanan dan konservasi 
sumber daya alam ; 

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanan tugas­
tugas bidang perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya 
alam; 

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 
Dinas Perkebunan Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; 

g. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perkebunan, Kehutanan dan 
Kenservasi Sumber Daya Alam. 

Pasal 44 

(1) Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan: 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan ; 
2. Seksi Monitoring dan Pelaporan. 

d. Bidang Perkebunan, terdiri dari : 
1. Seksi Produksi Perkebunan; 
2. Seksi Usaha Perkebunan. 

e. Bidang Kehutanan, terdiri dari : 
1. Seksi Produksi Kehutanan ; 
2. Seksi Usaha Kehutanan. 

t Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, terdiri dari : 
1. Seksi Konservasi Tanah, Air dan Mineral ; 
2. Seksi Konservasi Flora dan Fauna. 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

_ 3agan Organisasi Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi 
5 r:ber Daya Alam sebagasimana tercantum dalam lampiran XI 
~:ruran Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan 
::er Peraturan Daerah ini. 
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Paragraf 12 
Dinas Kependudukan, catatatan Sipil dan Pengolahan Data 

Elektronik 

Pasal45 

(1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik 
merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

(2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik 
dipimpln oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 46 

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik 
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam 
bidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik. 

Pasal 47 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 46 
Peraturan Daerah ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan 
Data Elektronik mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, catatan sipil 
dan pengolahan data elektronik; 

b. penetapan petunjuk teknis kependudukan, catatan sipil dan 
pengolahan data elektronik ; 

c. pemberian perijinan/rujukan/sertiftkasi, pelaksanaan pelayanan 
umum dibidang kependuduan, catatan sipil dan pengolahan data 
elektronik ; 

d. pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah 
dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data 
elektronik; 

e. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi advokasi, 
penyuluhan dan penyebarluasan informasi bidang kependudukan, 
catatan sipil dan kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data 
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elektronik, pelayanan kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data 
elektronik ; 

f. monitoring dan evaluasi ter~adap pelaksanan tugas-tugas bidang 
kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik ; 

g. penyelenggaraan tata usaha Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan 
Pengolahan Data Elektronik. 

Pasal 48 

(1) Struktur Okeganisasi Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan 
Pengolahan Data Elektronik, meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdirl dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Kependudukan, terdiri dari : 
1. Seksi Pendaftaran Penduduk ; 
2. Seksi Administrasi Penduduk. 

d. Bidang catatan Sipil, terdiri dari : 
1. Seksi Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan 

Anak; 
2. Seksi Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak. 

e. Bidang Pengolahan Data Elektronik, terdiri dari : 
1. Seksi Informasi Kependudukan; 
2. Seksi Pelayanan Data Elektronik. 

l Kelompok Jabatan Fungsional. 

i3agall Organisasi Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan 
::ieagolahan Data Elektronik sebagaimana dalam lampiran XII 
~ n Daerah ini. 

Paragraf 13 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgrasi 

Pasal 49 

:Jc-as Tenaa Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur Pelaksana 
~ Kabupaten. 
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(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diplmpin oleh seorang Kepala 
yang berada dibawah dan bertangngungjaawb kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 50 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan 
kewenangan desenstralisasi dalam bidang tenaga kerja dan 
transmigrasi. 

Pasal 51 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 50 
Peraturan Daerah ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai 
fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; 

b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang 
tenaga kerja dan transmigrasi; 

c. pembinaan umum dan teknis dalam pelaksanaan kewenangan 
desentralisasi dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ; 

d. penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi penyuluhan dan 
penyebaran informasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi ; 

e. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas­
tugas bldang tenaga kerja dan transmigrasi ; 

f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 

g. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pasal 52 

(!) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari : 
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1. Seksi P.erencanaan dan Pengembangan ; 
2. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bidang Penyaluran, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 
terdiri dari : 
1. Seksi Penempatan, Procluktivitas dan Perluasan Kesempatan 

Kerja; 
2. Seksi Mobilitas Penduduk. 

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri 
dari: 
1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja ; 
2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan. 

f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagian Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Daerah ini. 

Paragraf 14 
Dinas Sosial 

Pasal 53 

Dinas Sosial merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten. 

Dims Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
berlanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 54 

!3ilas: Sosial mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisai 
-..a ::i:lang sosial. 

Pasal 55 

J:EOJ'elenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 54 
i~mllli wiraacc Daerah ini Dinas Sosial mempunyai fungsi : 

2"JIICII.Sall kebijakan teknis dibidang sosial ; 

:a:.. 11 r sw a-,n penyusunan rencana dan program, pelaksanaan 
IZ::iit:s. .::uitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang sosial ; 
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c. pelaksanan fasilitasi pengelolaan usaha kesejahteraan sosial secara 
terpadu dan berkelanjutan ; 

d. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengembangan 
usaha sosial; 

e. pelaksanaan pemberian dukungan upaya pelayanan dan rehabilitasi 
sosial penyandang masalah sosial ; 

f . pelaksanaan fasilitasi bantuan pelayanan sosial dibidang sosial ; 

g. pelaksanaan fasilitasi bantuan pelayanan sosial dibidang 
penganggulangan bencana ; 

h. pelaksanaan pengawasan penempatan pekerja sosial ; 

i. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Usaha Sosial. 

Pasal 56 

(1) Struktur Organisasi Dinas Sosial meliputi : 
a. Kepala; 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; 
2. SUb Bagian Keuangan. 

c. Bidang Bina Program, terdiri dari : 
1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program ; 
2. Seksi Pengendalian dan Evaluasi. 

d. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: 
1. Seksi Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial ; 
2. Seksi Pengembangan Lembaga Pelayanan Sosial dan Profesi 

Pekerja Sosial. 
e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari : 

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang cacat dan Tuna Sosial ; 
2. Seksi Rehabilitasi Anak Jalanan, Anak Nakai dan Korban 

Narkotika. 
f. Bidang Asistensi Sosial, terdiri dari : 

1. Seksi Asistensi Korban Bencana dan Kesejahteraan Sosial ; 
2. Seksi Penyantunan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia. 

g . Unit Pelaksana Teknis Dinas; 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Sosial sebagaimana tercantum 
dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagain 
yang t:ak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Paragraf 1 
Unit Pelaksana Teknls Dinas Kesehatan 

Pusat Kesehatan Masyarakat 

Pasal 57 

(1) Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas 
K.esehat:an. 

Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional 
dikoorclinasikan oleh camat. 

Pasal 58 

~ lclS mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
I- faa,l dalam bidang pelayanan, pembinaan dan pengembangan 
"lllllfi! kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah 

,a. 

Pasal 59 

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 58 
~ Dae.rah ini Puskesmas mempunyai fungsi : 

a. .a:: jdes.ggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ; 

~ dan pembinaan kesehatan masyarakat ; 

~ teknis kepada petugas Puskesmas Pembantu ; 

..ent:i:lddli teknis kepada Unit Pelayanan Kesehatan Swasta dan 
1iiicie' pernbangunan kesehat:an ; 

t .Bg:::. .. :baugan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader 
?f/" 11 a -.;c M1afl dibidang kesehatan ; 
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f . pengembangan kegiatan swadaya kesehatan masyarakat ; 

g. penyelenggaraan Tata Usaha Puskesmas. 

Paragraf 2 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan 
Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan 

Pasal60 

(1) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan merupakan unsur Pelaksana 
Operasional Dinas Kesehatan. 

(2) Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 61 

Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan 
sebagain tugas Dinas Kesehatan dalam bidang perencanaan kebutuhan, 
pengadaan, penerimaan, pemeliharaan, pengelolaan dan pendlstribusian 
obat, alat kesehatan dan pembekalan farmsl yang diperlukan dalam 
pelayanan kesehatan. 

Pasal 62 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 
Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan mempunyai fungsi : 

a. penerimaan, penyimpanana, pemeliharan, pengelolaan dan 
pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi : 

b. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, pencatatan 
dan pelaporan mengenai persediaan dan mutasi obat, alat 
kesehatan dan perbekalan farmasi ; 

c. pengamatan terhadap mutu/kualitas obat, alat kesehatan dan 
perbekalan farmasi serta melakukan pembinaan pada sarana 
pelayanan kesehatan; 
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Paragraf 3 
Unit Pelaksana Teknls Dinas Pendldlkan dan Kebudayaan 

, Pasal 63 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan 
unsur Pelaksana Operasional Dinas pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin 
oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh 
camat. 

Pasal 64 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
di wilayah kerjanya. 

Pasal 65 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 64 
Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan ; 

b. pelaksanaan pendataan anak dini usia, usia sekolah dan atau putus 
sekolah; 

c. pembinaan dan pegelolaan Pendidikan Dini Usia (PADU), TK/SD dan 
Wajar Dikdas 9 tahun. 

d. pembinaan, pengelolaan dan peningkatan kualitas dan kuantitas 
TK/5D khususnya pelaksanaan kurikulum dalam bentuk kegiatan 
proses belajar-mengajar dan dalam bentuk lomba ; 

e. pelaksanaan evaluasi belajar dan analisis hasil sesuai dengan 
Kalender Pendidikan Nasional ; 

·:. pembinaan dan pengelolaan kegiatan Generasi Muda, Olah Raga, 
Kebudayaan dan PLS ; 
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g. pengkoordinasian tenaga Pengawas/Penilik/Staf dan camat 
setempat dalam rangka pembinaan terhadap tenaga kependidikan 
demi peningkatan mutu pendidikan ; 

h. pembinaan dan pengelolaan pelaksanan program penyetaraan D2 
Guru SD; 

i. pelayanan data pendidikan ; 

j. pengusulan kebutuhan sarana/prasarana TK/SD dan rehabilitasi 
gedung sekolah TK/SD ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten; 

k. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan tahunan ke Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ; 

I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten ; 

m. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Paragraf 4 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendiidkan dan Kebudayaan 

Sanggar Kegiatan Belajar 
Pasal 66 

(1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur Pelaksana Operasional 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 67 

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang luar sekolah, pemuda 
dan olah raga. 
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Pasal 68 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 67 
Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan kegiatan belajar dalam rangka pembuatan percontohan 
program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ; 

b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksanaan dan 
sumber belajar pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ; 

c. pemberian pelayanan dan penyebarluasan informasi program 
pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga ; 

d. pelaksanaan penilaian dalam rangka pengendalian mutu 
pelaksanaan program luar sekolah, pemuda dan olah raga ; 

e. pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam 
rangka terciptanya masyarakat gemar belajar ; 

f. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan 
mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling 
membelajarkan ; 

g. penyelenggaraan Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar. 

Paragraf 5 
Unit Pelaksana Teknls Dinas Bina Marga dan Pengairan 

Pasal 69 

1 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan 
tmSUT pelaksana Operasional Dinas Bina Marga dan Pengairan. 

lnt Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh 
seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
iEpada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh 
::a:::Bl:.. 
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Pasal 76 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan 
tugas Dinas Pasar di wilayah kerjanya. 

Pasal 77 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 78 
Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar mempunyai 
fungsi: 

a. pelaksanaan sebagian tugas dinas pasar dalam perumusan teknis 
pengelolaan pasar di wilayah kerjanya ; 

b. pelaksanaan penarikan retribusi, pelaksanaan pembukuan dan 
pelaporan; 

c. pelaksanaan ketertiban dan pemeliharan pasar di wilayah kerjanya ; 

d. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar. 

Paragraf 8 
Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pasal 78 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional 
dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 79 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan di wilayah kerjanya. 
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Pasal 80 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 79 
Peraturan Daerah ini Unit P.elaksana Teknis Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
dalam perumusan teknis dibidang perindustrian dan perdagangan di 
wilayah kerjanya ; 

b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
dalam pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum 
dibidang perindustrian dan perdagangan di wilayah kerjanya ; 

c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan. 

Paragraf9 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 

Pasal 81 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan 
Per1indungan Masyarakat merupakan unsur Pelaksana Operasional 
Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat ; 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan 
Perllndungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
q>eraSional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 82 

~ Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 
lillilsfaalc.at mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
~ anan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di wilayah 
~ 
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Pasal 83 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 82 
Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketentraman, 
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat dalam perumusan teknis dibidang 
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah 
kerjanya; 

b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Ketentraman, Ketertiban dan 
Perlindungan Masyarakat dalam pemberian penJtnan dan 
pelaksanaan pelayanan umum dibidang ketentraman, ketertiban dan 
perlindungan masyarakat ; 

c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Dinas Ketentraman, 
Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. 

Paragraf 10 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian 

Pasal 84 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian merupakan unsur Pelaksana 
Operasional Dinas Pertanian. 

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dipimpln oleh seorang kepala 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas 
dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 85 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Dinas Pertanian di wilayah kerjanya. 

Pasal 86 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 85 
Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Dinas Pertanian mempunyai fungsi : 
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a.. a I 9 ;.w..:.ai, sebagain tugas Dinas Pertanian dibldang perumusan 
M ; t :-• teknis pertanian, petemakan dan perikanan ; 

► r,4.a....an sebagian tugas Dinas Pertanian dalam pemberian 
iN!Cjlaa dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang pertanian, 
Waaaka11 dan perikanan ; 

,ptJJJetc:.:ggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian. 

Paragraf 11 
Unit Pelaksana Tekis Dinas Pertanian 

Rumah Potong Hewan 

Pasal 87 

PotorlQ Hewan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas 
Pertanian. 

RYnah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 88 

Rll'nah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas 
Dinas Pertanian dalarh bidang teknis operasional pemotongan hewan. 

Pasal 89 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 
Peraturan Daerah ini Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan bimbingan kesehatan hewan veteriner ; 

b. pelaksanaan bimblngan penyediaan sarana prasarana ; 

c. pelaksanaan bimbingan pemeriksaan dan pengujian laboratorium ; 

d. penyelenggaraan Tata Usaha Rumah Potong Hewan. 
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Paragraf 12 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanlan 

Balai Benlh Ikan 

Pasal 90 

(1) Balai Benih lkan merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas 
Pertanian. 

(2) Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional 
dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 91 

Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas 
Pertanian dalam bidang peningkatan teknis pembenihan. 

Pasal 92 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 91 
Peraturan Daerah ini Balai Benih Ikan mempunyai fungsi : 

a. pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada usaha pembenihan 
rakyat dan pengendaalian mutu benih ; 

b. penghasil benih untuk keperluan penebaran di perairan umum untuk 
penyaluran dan pengisian kekurangan benih yang dihasilkan untuk 
usaha pembenihan ikan ; 

c. pelaksanaan uji lapangan teknologi benih yang lebih baik ; 
' d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji di lapangan 

kepada usaha pembenihan ikan ; 

e. penyelenggaraan Tata Usaha Balai Benih Ikan. 
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Paragraf 13 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian 

Balai Inseminasi Buatan 

Pasal 93 

(1) Balai Inseminasi Buatan merupakan unsur Pelaksana Operasional 
Dinas Pertanian. 

(2) Balai Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 94 

Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian 
tugas Dinas Pertanian dalam bidang teknis operasional inseminasi 
buatan. 

Pasal 95 

lklt:uk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94 
Peraturan Daerah ini Balai Inseminasi Buatan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan bimbingan pengembangan teknologi inseminasi buatan; 

pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana Balai 
Inseminasi Buatan ; 

c.. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi inseminasi buatan ; 

penyelenggaraan Tata Usaha Balai Inseminasi Buatan. 

Paragraf 14 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian 

Agro Usaha Petemakan 

Pasal 96 

~ Usaha Peternakan merupakan unsur Pelaksana Operasional 
~ Pertanian. 
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(2) Agro Usaha Petemakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 97 

Agro Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas Pertanian dalam bidang pengembangan agro usaha petemakan. 

Pasal 98 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97 
Peraturan Daerah ini Agro Usaha Peternakan mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan bimbingan pengembangan agro usaha peternakan ; 

b. pelaksanaan bimbingan penyediaan sarana dan prasarana agro 
usaha peternakan ; 

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi agro usaha petemakan ; 

d. penyelenggaraan Tata Usaha Agro Peternakan. 

Paragraf 15 
Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasl 
Sumber Daya Alam 

Pasal 99 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi 
SUmber Daya Alam merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas 
Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 

(2) Unlt Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
operaslonal dikoordinasikan oleh camat. 

90 



Pasal 100 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebuanan, Kehutanan dan Konservasi 
Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam di 
wilayah kerjanya. 

Pasal 101 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100 
Peraturan Daerah ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, 
Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkebunan, Kehutanan dan 

Konservasi Sumber Daya Alam dibidang perumusan kebijakan teknis 
perkebunan, kehutanan dan konservasi sumber daya alam ; 

b. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Perkebunan, Kehutanan dan 
Konservasi Sumber Daya Alam dalam pemberian perijinan dan 
pelaksanaan pelayanan umum ; 

c. penyelenggaraan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas 
Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam. 

Paragraf 16 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan, 

Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
Balai Benih Tanaman Perkebunan dan Kehutanan 

Pasal 102 

l Bafaj Benih Tanaman Kehutanan merupakan unsur Pelaksana 
~ onal Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Konservasi Sumber 
Daya Alam. 
Balai Benih Tanaman Kehutanan dipimpin oleh seorang kepala yang 
oerada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan 
.serara operasional dikoordinsikan oleh camat. 

Pasal 103 

Illa ::iieml Tanaman Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan tugas 
JJliilliE <s:u:anan dan Konservasi Sumber Daya Alam dalam bidang 
l,il!!llni:le:i:-.an t:anaman kehutanan. 
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Pasal 104 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 103 
Peraturan Daerah ini Balai Benih Tanaman Kehutanan mempunyai 
fungsi: 

a. penyusunan program dan pelaksanaan rencana kerja Balai Benih 
Tanaman Kehutanan ; 

b. penyediaan, penyebaran dan pelayanan benih tanaman kehutanan ; 

c. pengelolaan sentra komunikasi pembangunan tanaman kehutanan ; 

d. penylenggaraan Tata Usaha Balai Tanaman Kehutanan. 

Paragraf 17 
Unit Pelaksana Teknls Dinas Tenaga Kerja 

Transmlgrasi Balai Latihan Kerja 
Pasal 104 

(1) Balai Latihan Kerja merupakan unsur Pelaksana Operasional Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 

(2) Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang kepala yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara 
operasional dikoordinasikan oleh camat. 

Pasal 105 

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Pasal 106 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 105 
Peraturan Daerah ini Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program dan kerjasama pelatihan ; 

b. pelaksanaan pelatihan tenaga kerja ; 

c. pelaksanaan pemasaran program, fasilitasi produksi, jasa dan hasil 
pelatihan serta pemberian layanan informasi pelatihan ; 
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d. penyelenggaraan Tata Usaha Balai Latihan Kerja. 

BAB IV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 107 

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
Ccmudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 108 

J;as Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan 
:ce-ch ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 109 

~ bel1akunya Peraturan Daerah ini maka dinyatakan tidak berlaku .. 
~ Oaerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 
":e:tal a; :tembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana 
~ ~ dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
~ yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
ll:1Do1aa - emanggung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan 
ililliiiii ~"'Gil Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 
:::BE te cu; Pernbentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit 
,- .:c - ~ Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 

7 c r :ae--::.- Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas 
_.. ::.a::rr; :lclas Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

-~. 

93 



Pasal 110 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati. 

Pasal 111 

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan 
Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung. 

Di undangkan di Temanggung 
Pada tanggal 19 Januari 2004 

SEKRETARIS DAERAH, 
ttd 

M. SETYOADJI 

Disahkan di Temanggung 
pada tanggal 10 Januari 2004 

ttd 

BUPATI TEMANGGUNG 
TOTOK ARY PRABOWO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2004 NOMOR: 
4 
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PENJELASAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR : 4 TAHUN 2004 

TENTANG 

DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
KABUPATEN TEMANGGUNG 

L PENJELASAN UMUM. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu 
dilaksanakan penyesuaian terhadap : 

a. Pembentukan dan kriteria Organisaisi Perangkat Daerah ; 
b. Kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten ; 
a. Kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah ; 
b. SUsunan Organisasi Perangkat Daerah ; 
c.. Eselonisasi Perangkat Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut di atas maka 
Oganisasi Perangkat Daerah disusun dengan mempertimbangkan 
ta:wenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan 
teuangan, kesediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan 
XE kerjasama antar daerah dan /atau dengan pihak ketiga. 

~ PASAL DEMI PASAL 
~ 1 s/d 117 cukup jelas. 
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Temanggung 

SUb Blglon 
Unum don ~., 

81dq 
Pembongunan din ---tin 

5elcsl 
Pembongunan din 

~ -
Sebl 

Pefflehr.andln -----" 

lloglon 
Tata lllllhll 

SUb lllglWI 
K""°ngan 

~ 
Ptngalrw, 

Sei<SI 
Pombo-din 

l'qenaft9111 
Pnl ... nlPe\gli'an 

Seksl 
Pem,jltll111n din ,..,,.,,.~ 
SUme<Dr/tAr 

OinooBlnal'IIIQI 
clan Plngatw, 
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B.AGAN ORGAN.ISASI 
DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA 

KASI.PATEN TEMANGGLMG 

Jib. I\Jngslonll 

DD 
DD 

81ds,g 
LllluUnms 

clanAnglo,lon 

Sek>! 
U luUnlas 
ds,Pan,r 

-Jonglo.Qn clan 
Termnal 

8111S1g 
T<nnlkSanN 
dll,Pru,,.. 

Selcsl -"'"""9<flal 
clan~-

-- - --P9lguJlonKnlll,un 
-don 
Tldok-

Kepala 

Laml)lran V: Peratwan Oaerah K.abupate\ Temanw,ng 
Nanor 4 Tal'lln 2004 tertang Olna.s Dae-ah 
Dan Urlt Pela~ Telcnis l<abupa~ 
Temang~ng 

s,.ma.g.,, 
u.-.ndon ,,,.._..,.., 

8111S1g 
ot,yekdonOayo 
Tri...,_ 

-Peuge111l>111,gon 
Ot,y,ekdanSarana ---Promostdan 

~I\ISllnlasa 
P111-

Baglan 
"Tata Usahl 

Subllagls, K...,_ 

Bklllng 
~ 
P!aluk //Utld 

fulaya 

Sek>! 
-ds, 
l'embina..-1 S<nl 

a.da)OI 

-l'l'ocU<don 
Alraksi IMlava 
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Kepela 
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Llmpr-, VI : ""'nitun,n Daenlh Kabupaten Temanwung 
Nanor 4 Tahun 2004 tentang DNs Daerah 
Dan Unit Pel,lcsana Teknls ~n 
Temanggung 

Baglan 
Tata U..ha 

SUbBaglln 

I 
Lm,mdlln L!:::., ~., --

I I 
8lda1g I I 

~ 
-dll• --clan i'lnglndlllln ,....,.,.., 

- I H Sebl -· Pombuliuln 

Sllcsl I 1i -~ ~ 

81.PAll TI:MANGGUNG 

TOTOK ARY PRABOWO 



BNiAN ORGNIISASI 
DINASPASAR 

KABU'ATEN TEMANGGUNG 

Jal>. l'l,ngsionll 

DD 
DD 

Bkll,v 
BNl'rDglam 

Selcsf 
Pwenanoa,da'I 
Pengemborvan 

-""'9endalllln <WI 
e.....,; 

Bkll,v 
~ 

SelcsJ --
-~ 

JO:;> 

Kepala 

.I_ -

l.amplren Vil : Perallran Daerall K.lbu~ T9Nn09Jng 
Nomcr 4 TahlOI 2004 tJentMg Oinas ONrah 
Dan Urit Puksal'II Teknls Kllbupaten 
Temangg101g 

Sub Bagan 
unundln 

Kepog-

Blda,g 
Pembulunden 

Pelllpcnn 

SelcsJ --
Selcsl 

Pelopcnn 

lloalan 
Tml.l,aho 

Sube,glm 
K .. nga, 

Mdlng 
Klt81l>andan 
Pemollla,-

Selcsl 
-,ii., 

Seksl 
~ 
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BAGAN ORGANISASI 
DINAS ICETI!NTRAMAN, ICETERTDAN 
DAN PERUNDUNGAN MASYARAKAT 

KABU'ATEN TEMANGGUNG 

Jm.f\M,gslonol 

DD 
DD 

81dq 
"-da, 

Pen!;JI-

-Ptngana,on 

-,,,.,_..,, 

Kepala 

IJlmprs, IX: Peraturan Daeoo Kat,upaten Temanggung 
Nomor 4 Talaln 2004 tel'larg Olnas Ceonh 
01n Urit Pelokana Teknls Kabupeten 
Temang9Jng 

S<.t>Bogltn 
U!!'A.111 don 
"'"-""'., 

8lda19 
--• ICellH11bln dtn Pedlnd..-.gln ,_,_ 

Sebt 
-din 

K«stt>ln 

Sll<:,I 
~ _.,....lrat 

Boglon 
TataUSlhl 

Sub Blgla, 
Keuangan 

PenYld~ dtn --
5elal 

Ptnytdb, 

--
--.-bin 

dan ""1hMlgln --.,hkll 
Bl-"A11 TEMANGGIJNG 

TOTOK AAY PAABOWO 
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IIIIIMl~IM-' 
DINM 111.fANIAN 

IWilJ!A'tfN 1 EMANGGUNG 

Jab. fl.r>gslonal 

DD 
DD 

Biclarlg 
Bina Pr<g,am din 
~Pettanion 

Sellsl 
""'""""'"'din 

fvaluasl 

Selosl 
~din ~· Peflanilll 

~ -

TSllmon "­
dal Kelahroan 

Pangan 

Seksl 
~Tananian 

Pongan din 
Kmhanan Plngen 

Selcsl 
UsollaTanl 
linman 
Pangan 
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Kepala 

-

Lampron X : Pntu"en Deen,h Kabupaten Temangguog 
Nanor 4 Tallln 2004 tertang Olnas Da,nh 
Dan Unit Pelaksana Tel<nls Kabupaten 
Temanggung 

Sllbllaglon 
Unundlln 
~wai., 

8idlrg 
P«emakan 

Seksl 
Produlcsldan 

l'<n\lebll,., Ttrnak 

Selcsl 
Usal-oa Tarj 

Pol:8Tllliandan 
lCesnavet 

Beglar1 
TataUsiha 

SIJb Baglar, 
Keuangar, 

Biding 
Peri""'8n 

Sel<sl 
Prccllksl-.,.n 
din Ptr1ildUng&'I 

lkan 

Selcsl 
Usal1a Tani 
Petlkanar, 
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BAGAN ORGANISASI 
DJNA.5 PERKEBUNAN, KEHllTANAN 

DAN KONSERVASJSUMBER DAYA ALAM 
l<ABUPATEN TEMANGGU"lG 

.la).R.llgsbnal 

DD 
DD 

Bila111 
Bina Pn>gtam 

Seksl 
Pwenanaan clan 
Pengemborgan 

BllarQ 
_.,.,_ 

Sebl 
lffilul<sl --

Seksl 
Mcr,lt>rlng don 

Pelaponm 

Seksl 
U.ha""1tellunan 
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Kepala 

Lamplran XI : Peraturan Daerah Kab\C)llll!n Temangg1.11g 
Nomor 4 Tahun 200-4 tentang Oms Daerah 
oan Unit Petaksana Teknls Kabl.c>aten 
Ternano!Jlng 

SUbllllgltn 
IM!unmn 

Kepogawala, 

Bldarg -
Seksl 

lffilul<sl K-
Sebl 

UsohoKtllutanan 

llllglln 
"lataU.ho 

SUbllagla'I 
K..,.ng., 

~ r.o...­
-DavaMam 

Seksl -•T...,h. 
Nt clan Mineral 

Seksl 
r.or-vast 

FloqdanfeU'lo 
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IIAl>AN OltUAHltoA'il 
Pl,.._ IC .... NbUDUICAN. CATATAN IIPIL 

UAN ,■NCIOI.AHAN DATA l!Ll!KTRONIK 
KAl!UflATEN TEMANGGUNG 

la>. Rlngslonal 

DD 
DD 

8ldarG 
K'l)enducU(an 

--n PenducU( 

----

Kepala 

81farg 
Oltatlln~ 

Seksl --.-Ion. Pengal<u,n dan ~--KalN1111, l(.ematlan 
dan ~ 

Malt 
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Ltmi,lrtn XII : Poratu-on Da!l'lh Kabupaten Temanggung 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang Dlnas Daerah 
Dan Unt Pelal<sana Tel<nls Kabupaten 
Temanggung 

Sib Bagllln 
Ununmn 

KepogaWlllan 

Baglan 
Tatll U,,,ho 

Slb8aglan 
KSJ1ngan 

lldlng 
~ 

Datll 8-

--t(epe-n 

Seksl 
Peia)9nan 

Oala Elet4ronlk 
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8/GANORGANISASI 
DINAS TENAGA KfRJA 
DAN TRANSMIGRASl 

KABUPATEN TEMAN~G 

Jm. f\M"9Sl0nll 

DD 
DD 

Bldarv 
llna Program 

Seksl 
P<rer-a,oa,cla, 
Pengena,'1111' 

Sd<sl 
HcrilDmg, E';aua,I 

clanPd_,., 

108 

Kepala 

Lampran xm: ~raluran O.rah Kat,upeten Temanggung 
Nomor 4 Tllhun 2004 tenting Dinas Dllerah 
oan Ufit f'tqbana Tekris K.ab,peten 
Temarggung 

Slbllaglon 
Unundlln 
~II\ 

Bida,g 

""""""""'~'"" Teragal(efjldlln 
Ttlnsmlgral 

Bapn 
Tml.Mlhl 

-m:.~ -...cu;~] 
don­

~nl(e,jo 

Seksl 
Hobllll -

Sib atgla, 
K8Jlnlllll 

lldllng 
-nclan Pe-­Ket~ 

Selcsl ~­clans,-tlC.erjl 

-P<r,glWIAn 
~ 
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1111111.Mila,Kaja 
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IMAN~IIIAII 
DINAIIIOaW. 

l<ABUIATeN T~GGUNG 

□D DD 

81:111'9 .. ~ 
Sebl 

'9'enaNandan 
""'-Plogram 

-""'91ndallln dan 
e.. .. 

Bilang ~­_,.,.."_ 

----_.,,...,_ 

-Pengtmt,trean umboga 
Pelr)WIIO-dln 
Flollli~So,j!_ . 
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Kepala 

I.Jlmi,lran XIV: Plraturan Daerah Kabupob!n Temanggung 
Homo-◄ Tat,111 200◄ tenting Olnas Daerah 
Dan lint Pdalcsana Teknls Kabl~ 
Temanggung 

Sublloglof, 
~din 

l(eplgaWllan 

Bldq -ltlll-
-

Bllglon 
l'alllU.lla 

-blltlll~ 
Cleat dan Tuna Sallll 

Stksl _,,.,, __ ,,.,, 
--JmnKcr1'1n 

l'llnl>lb 

SlbBlgia'> 
l<,wnga, 

lldang Ml--
- I --B<rana don ""911a1Mnon -

-"""---11. IC.ago dan l.lnjll Ullo 
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